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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. 

Prinsip syariah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam 

melakukan kegiatan perekonomian. Tak sedikit masyarakat yang sudah 

menjadikan dirinya sebagai Nasabah Bank Syariah. Namun saat ini pangsa 

pasar perbankan syariah lebih minim dibandingkan industri perbankan 

secara keseluruhan, hal tersebut terjadi karena masih adanya keraguan di 

kalangan umat Islam terhadap ―ke-syariah-an‖ dari bank syariah itu sendiri 

Tidak jarang bank syariah yang hanya menambahkan kata Syariah saja 

tanpa mengikuti prinsip syariah yang telah ditetapkan. Masyarakat 

menganggap kegiatan operasional yang ditawarkan perbankan syariah tidak 

berbeda jauh dengan perbankan konvensional. Keraguan ditengah 

masyarakat juga disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai kegiatan usaha bank syariah (Mu‘allim, 2013). 

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mempunyai dua risiko, 

Pertama, risiko kerugian materil pada setiap akad yang dilakukan; Kedua, 

risiko pelanggaran terhadap kepatuhan syariah compliance. Kasus yang 
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sering terjadi di Bank Syariah salah satunya yaitu menilap dana nasabah 

yang dilakukan oleh pegawainya sendiri. Awal tahun 2020, Mantan 

pegawai Bank BRI Syariah cabang Pematangsiantar, telah terbukti secara 

sah melakukan penggelapan dana nasabah sebesar Rp500 juta lebih. 

Modusnya, sebagai teller, Pelaku telah melakukan pemalsuan pencatatan 

dokumen berupa laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi pada 

rekening suatu bank. 

Maka dari itu Audit Ketaatan dapat menjadi kegiatan yang dilakukan 

seorang auditor untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 

pengorganisasian berdasarkan prosedur dan peraturan yang sudah 

ditetapkan. Dalam hal ini, bukti-bukti yang diperoleh diperiksa lebih lanjut 

untuk menentukan bagaimana kesesuaian antara kegiatan operasional 

dengan kebijakan yang telah berlaku di suatu perusahaan serta sejauhmana 

tingkat kepatuhan yang telah atau sedang dijalankan. Laporan yang 

dihasilkan pun akan sesuai dengan realita yang sebenarnya. Penilaian Audit 

Ketaatan juga dapat mengurangi resiko yang akan terjadi. 

Kesesuaian operasional dan praktik bank syariah dengan prinsip syariah 

merupakan hal yang patut untuk diaudit. Untuk pengujian kesesuaian 

tersebut, terdapat salah satu pihak yang bertanggung jawab atas informasi 

tentang kepatuhan pengelolaan bank dengan dasar prinsip syariah yang 

juga dapat membantu kerja seorang Auditor, pihak terafiliasi tersebut 
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adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu badan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan Dewan Syariah 

Nasional (DSN-MUI) di lembaga keuangan syariah. Adanya peranan DPS 

adalah penting untuk meminimalisir hal-hal yang berpotensi menjadi 

penyebab dari kerugian perusahaan, seperti contoh Kasus  Properti Syariah 

Bodong yang menggeliat dalam lima tahun terakhir. Pada penghujung 

2019, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengungkap dua kasus 

penipuan penjualan rumah syariah. Sebagaimana pemberitaan November 

2019, kasus pertama, menipu 270 orang dengan total kerugian mencapai 

Rp 23 miliar. Bulan Desember 2019, kasus kedua, menipu 3.680 korban 

dengan total kerugian mencapai Rp 40 miliar. Membuka 2020, penggiat 

ekonomi syariah di Jawa Timur dikejutkan kembali oleh kasus penipuan 

properti syariah di Sidoarjo. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) diharapkan untuk menerbitkan fatwa DSN-MUI 

tentang perumahan atau properti syariah dan investasi yang terkait 

dengannya. Kedepan, diharapkan DSN-MUI juga menerbitkan sertifikasi 

bagi  developer dan agen perumahan syariah serta mewajibkan adanya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi developer perumahan atau properti 

syariah. Kasus bodong berlabel ‗Syariah‘ sudah mencederai gerakan-

gerakan ekonomi syariah yang selama ini dibangun.  
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Salah satu contoh kasus yang masih jadi sorotan yaitu produk gadai emas 

di perbankan syariah. Hal tersebut mendapatkan perhatian khusus dari 

Bank Indonesia (BI) karena dianggap tidak memenuhi aspek syariah dan 

berdampak buruk terhadap reputasi produk syariah lainnya. Terdapat 

banyak unsur spekulasi dalam produk gadai emas, sehingga Bank 

Indonesia membatasi perpanjangan gadai emas dan mensyaratkan beberapa 

ketentuan sebelum bertransaksi gadai. Melihat kegiatan tersebut masih 

terus berjalan, perlu adanya pihak yang mempunyai kecakapan untuk 

menjaga serta menilai kesesuaian syariah atas praktik menggadaikan emas 

di lapangan, dalam hal ini di lembaga keuangan syariah, pihak yang dapat 

memenuhi kriteria tersebut ialah Dewan Pengawas Syariah. 

Sehubungan dengan munculnya permasalahan atas ketidaksesuaian dalam 

menjalankan kegiatan syariah dengan prinsip syariah, maka Peneliti ingin 

menggali kembali bagaimana keterkaitan antara Audit Ketaatan dengan 

keberadaan DPS di Perbankan Syariah sehingga dapat mendukung tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, Audit Ketaatan (DPS) serta Audit Syariah 

(Divisi Kepatuhan) dalam Instrumen Pengawasan Syariah pada Bank 

Sumsel Babel Syariah dianggap penting untuk dilaksanakan lebih lanjut. 
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1.2.Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana keterkaitan antara 

Audit Ketaatan dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 

Perbankan Syariah? 

Rumusan Masalah tersebut akan diturunkan menjadi beberapa pertanyaan 

utama dalam Penelitian yaitu : 

1) Apa fungsi serta peranan DPS dan divisi terkait di BPD Sumsel Babel 

Syariah? Bagaimana persepsi Pelaku tentang fungsi dan peranan 

tersebut? 

2) Apa yang dikerjakan oleh DPS dan divisi terkait di BPD Sumsel Babel 

Syariah? 

3) Apa masalah dan kendala yang dihadapi oleh DPS dan divisi terkait di 

BPD Sumsel Babel Syariah? Bagaimana cara mengatasinya? 

4) Bagaimana persepsi DPS dan divisi terkait dalam menjadikan 

perbankan syariah yang lebih baik? 

5) Bagaimana tanggapan DPS dan divisi terkait tentang Kepatuhan dan 

Kesesuaian Syariah di BPD Sumsel Babel Syariah? 
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6) Bagaimana tanggapan DPS dan divisi terkait menilai kinerja satu sama 

lain? Bagaimana menurut mereka agar hubungan antar divisi menjadi 

ideal dan optimal? 

1.3.Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara 

Audit Ketaatan dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 

Perbankan Syariah sehingga dapat mendukung tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 

Tujuan juga akan diperoleh dengan : 

1) Mengetahui fungsi serta peranan DPS dan divisi terkait di BPD Sumsel 

Babel Syariah. 

2) Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh DPS dan divisi terkait di 

BPD Sumsel Babel Syariah. 

3) Mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh DPS dan divisi 

terkait di BPD Sumsel Babel Syariah serta cara mengatasinya. 

4) Mengetahui persepsi DPS dan divisi terkait dalam menjadikan 

perbankan syariah yang lebih baik. 

5) Mengetahui pandangan DPS dan divisi terkait dalam menilai 

Kepatuhan dan Kesesuaian Syariah di BPD Sumsel Babel Syariah. 
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6) Mengetahui hubungan yang ideal dan optimal antara DPS dengan divisi 

terkait di BPD Sumsel Babel Syariah. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna 

a. Bagi OJK, memberikan bukti empiris untuk mengetahui kondisi di 

lapangan secara langsung. 

b. Bagi Perbankan Syariah, meningkatkan kualitas produk yang sesuai 

dengan prinsip syariah. 

c. Bagi DSN, mengukur ketaatan pelaku yang terlibat dalam 

perbankan syariah. 

d. Bagi Masyarakat dan Calon Nasabah, membangun rasa 

kepercayaan dan membentuk suatu komitmen sebagai lembaga 

yang mengelola keuangan masyarakat. 
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